






























































 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651, 

Laman https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id 

 

Painan, 8 Juli 2025 
 

Nomor : 100.1.7/65.1/DPMDPPKB-PS/2025 

Sifat      : Penting 

Lampiran : 1 Berkas 

Perihal : Penyampaian Self Asessment IKK LPPD 

  DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan 

  Tahun 2025 

 

Kepada 

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan 

        c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan 

    Kerjasama Kab. Pesisir Selatan 

di - 

       Tempat 

 

Sehubungan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor : 100.1.7/130/SETDA PESSEL/2025 tanggal 19 Juni 2025 

perihal Self Asessment IKK LPPD, maka dengan ini kami kirimkan 

data sebagai berikut : 

- Penyampaian Self Asessment IKK LPPD Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 (data terlampir). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

Kepala Dinas, 

 

${ttd_pengirim} 

 

Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si. 
Pembina Tingkat I/IV.b 
NIP. 19780215 199802 1 001 

 

  

https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/
mailto:dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id


Lampiran  : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk 

  dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor  : 100.1.7/65.1/DPMDPPKB-PS/2025 

Tanggal  : 8 Juli 2025 

Perihal  : Penyampaian Self Asessment IKK LPPD DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan 

  Tahun 2025 

 

Self Asessment IKK LPPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang 

terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta 

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

IKK Outcome : 

a. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 

1) Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap 

Tahun Anggaran 2023 

 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2023 

Persentase 
Pengentasan 

Desa 
Tertinggal 

Jumlah desa tertinggal yang 
memenuhi kriteria desa berkembang 

per tahun berdasarkan Indeks Desa 

Membangun per tahun 

 

 

x 100% 
Jumlah desa tertinggal 

 (per awal tahun - n) 
 

 

0 

x 100% = 

 

0% 
 

(2-0) 
 

 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2024 

Persentase 

Pengentasan 
Desa Tertinggal 

 

 

Jumlah desa tertinggal yang 

memenuhi kriteria desa berkembang 

per tahun berdasarkan Indeks Desa 

Membangun per tahun 
 

 
X 100% 

Jumlah desa tertinggal 

 (per awal tahun - n) 

 

0  

x 100% = 0% 
 

(0-0) 
 

 



Pada Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 

dan berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per 

Kabupaten/Kota dan per Kecamatan, maka secara administratif sudah tidak 

ada lagi desa tertinggal. Sehingga Capaian Kinerja untuk Persentase 

Pengentasan desa tertinggal menjadi Nol (0). Demikian juga pada Tahun 2024, 

Untuk kriteria Desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang 

adalah Nol (0) sehingga untuk hasilnya berdasarkan rumus yang disedikan 

adalah Nol (0) 

2) Analisis capaian kinerja meliputi kekuatan dan kelemahan, serta 

merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan 

Mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang ada, karena sudah tidak 

ada lagi desa dengan status tertinggal. 

 

Faktor-Faktor Kekuatan Pengentasan Desa Tertinggal berdasarkan IDM: 

Ketahanan Sosial : 

Ketersediaan dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, 

dan akses air bersih.  

• Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan partisipasi 

dalam pengambilan keputusan.  

• Kondisi sosial budaya yang kondusif untuk pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Ketahanan Ekonomi : 

• Akses terhadap sumber daya ekonomi dan peluang usaha.  

• Kualitas dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.  

• Kemampuan desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal.  

Ketahanan Lingkungan : 

• Kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.  

• Kemampuan desa dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana 

alam.  

• Pengelolaan potensi lingkungan untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

  



 

3) Identifikasi dan analisis faktor pendukung dan penghambat 

Selain itu, IDM juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

mendukung pengentasan desa tertinggal. 

• Infrastruktur : 

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, 

listrik, dan air bersih sangat penting untuk mendukung aktivitas 

ekonomi dan sosial masyarakat.  

• Pemerataan Pembangunan : 

Upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, 

termasuk desa tertinggal, menjadi kunci keberhasilan pengentasan desa 

tertinggal.  

• Pemberdayaan Masyarakat : 

Peningkatan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya secara 

mandiri dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam pemberdayaan 

masyarakat desa.  

• Pengentasan Kemiskinan : 

Program pengentasan kemiskinan yang terarah dan berkelanjutan 

menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan desa tertinggal.  

 

b. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri 

1) Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 

terhadap Tahun Anggaran 2023 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2023 

Persentase 
Peningkatan 
Status Desa 

Mandiri 
 

Jumlah desa berkembang yang 
memenuhi kritera desa mandiri per 

tahun berdasarkan Indeks Desa 

Membangun per tahun 

 

 
 

x 100% Jumlah desa berkembang 
(per awal tahun - n) 

 

 

0 
x 100%  = 0% 

92 – 57 
 

 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2024 

Persentase 
Peningkatan 
Status Desa 

Mandiri 
 

Jumlah desa berkembang yang 

memenuhi kritera desa mandiri per 

tahun berdasarkan Indeks Desa 
Membangun per tahun 

 

 

X 100% 
Jumlah desa berkembang 

(per awal tahun - n) 
 

 

0 
x 100%  

 
= 0% 

57 – 31  
 

 



Analisis : 

Untuk Peningkatan Status Desa dari "berkembang" menjadi "mandiri" 

dalam konteks Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan kemajuan 

signifikan dalam berbagai aspek pembangunan desa. Desa mandiri adalah 

desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, 

serta mampu mengelola sumber daya secara mandiri. 

Sedangkan untuk status desa berkembang yang memenuhi kriteria desa 

mandiri harus melampaui status desa Maju terlebih dahulu. Untuk itu 

persentase peningkatan status desa mandiri adalah nol (0). 

 

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Capaian Kinerja untuk 

Peningkatan Status Desa Mandiri. 

Status Desa Mandiri tidak bisa di capai oleh desa karena beberapa 

faktor, diantaranya adalah :  

1. Ketahanan Sosial yang Rendah 

- Faktor Kesehatan 

Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas 

kesehatan. 

- Faktor Pendidikan 

Kualitas pendidikan yang rendah, kurangnya akses pendidikan 

yang berkualitas. 

 

2. Ketahanan Ekonomi yang Lemah 

- Pendapatan perkapita yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan 

serta kurangnya akses ke sumber pendapatan yang berkelanjutan 

dapat menghambat kemajuan desa. 

Sedangkan Status Desa Mandiri bisa dicapai karena memiliki 

Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang kuat akses yang bagus, 

serta mampu mengelola sumber daya secara efektif tanpa ketergantungan 

dari pihak luar. 

  



2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

IKK Outcome : 

a. Mengukur Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) 

1) Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap 

Tahun Anggaran 2023 

 

Indikator 
Kinerja Kunci 

Keluaran 

Rumus 
Capaian Kinerja 

2023 

 

TFR (Angka 
Kelahiran 

Total) 
 

  

 
2,56   

 

 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus 
Capaian Kinerja 

2024 

 

TFR (Angka 
Kelahiran 

Total) 
 

  

 
2,48   

 

 



 

Analisis : 

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata-

rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa 

produksinya (15-49 Tahun). Untuk perbandingan capaiannya pada Tahun 2023 

sebesar 2,56 sedangkan Tahun 2024 angka capaiannya adalah 2,48 

menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,08 jumlah anak yang dilahirkan 

oleh seorang perempuan selama masa produksinya yaitu umur 15–49 Tahun. 

Secara sederhana, ini menunjukkan bahwa keluarga cenderung memiliki lebih 

sedikit anak dibandingkan sebelumnya. 

2) Analisis capaian kinerja meliputi kekuatan dan kelemahan, serta 

merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan 

TFR adalah angka penting dalam demografi karena memberikan 

gambaran tentang tingkat kesuburan suatu populasi dan kecenderungan 

pertumbuhan penduduk. 

Penurunan TFR mengindikasikan bahwa perempuan, secara rata-

rata, melahirkan lebih sedikit anak selama masa suburnya. 

Untuk menjaga stabilitas populasi, angka TFR ideal biasanya 

dianggap sekitar 2,1 anak per wanita menurut Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD). 

3) Identifikasi dan analisis faktor pendukung dan penghambat 

TFR berhasil menurun dari Tahun 2023 dengan capaian Kinerja 2,56 

menjadi 2,48 di Tahun 2024 menunjukan trend yang posistif dan dibawah 

target Nasional untuk Tahun 2024. Untuk angka unmeet need KB berhasil 

ditekan, dan menunjukan keberhasilan edukasi dan penyediaan layanan 

kontrasepsi. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya peningkatan 

kesadaran akan program Keluarga Berencana (KB), perubahan nilai sosial 

budaya terkait jumlah anak, peningkatan akses pendidikan dan partisipasi 

perempuan dalam dunia kerja, serta meningkatnya biaya hidup dan 

kesadaran akan pentingnya kualitas hidup. 

 

 

 

 



Sedangkan Faktor Penghambat adalah : 

- Keterbatasan tenaga penyuluh di wilayah terpencil. 

- Masih rendahnya pemahaman tentang KB modern dan mitos yang sudah 

lama ada di masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki.  

- Salah satu efek globalisasi terutama pengaruh gadget yang menyebabkan 

adanya pergaulan bebas menyebabkan pernikahan dini. 

 

b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 

1) Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap 

Tahun Anggaran 2023 

 

Indikator 
Kinerja Kunci 

Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2023 

Persentase 
pemakaian 

konstrasepsi 
modern (Modern 
Contraceptive 
Prevalence 
Rate/mCPR) 

Jumlah Peserta KB aktif Modern 
x 100% 

Jumlah Pasangan Usia Subur 

 
              €PA Modern 
mCPR =                    x 100% 

                   € PUS 

 

46.090 
x 100%    = 67,4% 

68.294 
 

 

Indikator 

Kinerja Kunci 
Keluaran 

Rumus Capaian Kinerja 2024 

Persentase 
pemakaian 
konstrasepsi 

modern (Modern 
Contraceptive 
Prevalence 
Rate/mCPR) 

Jumlah Peserta KB aktif Modern 
x 100% 

Jumlah Pasangan Usia Subur 
 

              €PA Modern 
mCPR =                    x 100% 
                   € PUS 

 

46.001 
x 100%    = 66,86% 

68.799 
 

 

Analisis :  

Perbandingan capaian kinerja tahun anggaran 2024 terhadap Tahun 

Anggaran 2023 untuk persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 

adalah terjadi penurunan sebesar 0,54%. Ini artinya adalah terjadi 

penurunan sebesar 0,54% dari proporsi wanita usia subur (PUS) yang 

menggunakan alat kontrasepsi modern. Secara lebih rinci, ini 

mengindikasikan bahwa minat atau kemampuan pasangan usia subur dalam 

menggunakan metode kontrasepsi modern untuk menunda, mengatur jarak 

kehamilan, atau membatasi jumlah anak menjadi lebih rendah sebesar 0,54% 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. 



 

2) Analisis capaian kinerja, meliputi : kekuatan dan kelemahan, 

serta merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan 

Untuk meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR), 

beberapa strategi yang bisa diterapkan, meliputi : penguatan 

fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas 

layanan KB, advokasi dan edukasi, serta melibatkan tokoh 

masyarakat dan pemangku kepentingan. 

 

3) Identifikasi dan analisis faktor pendukung dan penghambat 

Faktor-Faktor Pendukung, antara lain adalah : 

Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan KB : 

1. Ketersediaan Fasilitas KB : Memastikan bahwa fasilitas 

pelayanan KB tersedia di berbagai lokasi, termasuk daerah 

terpencil, dan mudah diakses oleh semua pasangan usia subur 

(PUS). 

2. Pelayanan yang berkualitas : Tenaga kesehatan yang 

kompeten, pelayanan yang ramah dan terpercaya, serta 

ketersediaan berbagai jenis metode kontrasepsi modern yang 

sesuai dengan kebutuhan PUS. 

3. Penyuluhan dan Edukasi : 

• Sosialisasi yang intensif : Memberikan informasi yang jelas 

dan lengkap tentang berbagai metode kontrasepsi, termasuk 

manfaat, cara penggunaan dan efek sampingnya. 

• Penyuluhan yang disesuaikan : Menyesuaikan metode 

penyuluhan dengan target audiens, misalnya : dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang 

menarik dan pendekatan yang persuasif. 

• Pendidikan kesehatan reproduksi : Memberikan Pendidikan 

kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk 

informasi tentang perencanaan keluarga, sejak usia remaja. 

  



Sedangkan Faktor penghambat peningkatan Modern Contraceptive 

Prevalence Rate (mCPR) bisa sangat beragam, tetapi beberapa yang umum, 

meliputi : kurangnya informasi dan akses terhadap layanan KB, kurangnya 

dukungan dari pasangan atau keluarga, serta faktor sosial dan budaya yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan alat kontrasepsi. 

 

c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

 

1) Analisis perbandingan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap 

Tahun Anggaran 2023 

 

Indikator Kinerja 
Kunci Keluaran 

Rumus 
Capaian Kinerja 

2023 

 
Persentase 

kebutuhan ber- 
KB yang tidak 
terpenuhi 
(Unmeet Need) 

 

Jumlah PUS yang ingin ber-KB 
tetapi tidak terlayani 

x 100% 

Jumlah pasangan usia subur 

 
 

 

 

0 
x 100%  = 0% 

68.294 

 

Indikator Kinerja 

Kunci Keluaran 
Rumus 

Capaian Kinerja 

2023 

 
Persentase 

kebutuhan ber-
KB yang tidak 
terpenuhi 
(Unmeet Need) 

 

Jumlah PUS yang ingin ber-KB 

tetapi tidak terlayani 
x 100% 

Jumlah pasangan usia subur 
 

 

 

23.253 
x 100%    = 33,79% 

68.799 
 

 

Analisis : 

Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB (Keluarga Berencana) yang 

tidak terpenuhi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda atau 

menghentikan kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Pada 

Tahun 2023 adalah 0% berarti semua kebutuhan ber-KB dapat terpenuhi. 

Pada Tahun 2024 sebesar 33,79%, ini berarti ada peningkatan angka 

Unmeet Need yang sangat besar, tetapi belum tentu karena tidak 

terlayaninya kebutuhan ber-KB, namun keinginan untuk mengatur 

kehamilan dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi disebabkan karena 

adanya ketidakcocokan alat kontrasepsi atau takut efek samping dari alat 

kontrasepsi. 



2) Analisis capaian kinerja meliputi kekuatan dan kelemahan, serta 

merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan 

 
Penyebab unmet need bisa bermacam-macam, diantaranya adalah : 

• Kurangnya akses terhadap informasi dan pelayanan KB. 

• Kurangnya pengetahuan tentang berbagai jenis alat kontrasepsi. 

• Kendala biaya atau jarak tempuh untuk mendapatkan pelayanan KB. 

• Faktor budaya atau keyakinan yang menghambat penggunaan KB. 

• Takut efek samping dari alat kontrasepsi.  

 
Untuk itu perlu dilakukan peningkatan akses informasi, pelayanan 

KB yang berkualitas, dan kampanye penyuluhan yang efektif untuk 

perbaikan yang berkelanjutan. 

 
3) Identifikasi dan analisis faktor pendukung dan penghambat 

 
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan PUS untuk 

memakai alat kontrasepsi adalah kualitas pelayanan KB, termasuk 

tenaga kesehatan yang kompeten dan informasi yang akurat, sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan dan kepercayaan PUS terhadap 

pelayanan KB dan memilih metode KB yang akan digunakan. Untuk 

mengatasinya, diperlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang 

mempertimbangkan semua faktor relevan. 

 

Kepala Dinas, 

 

${ttd_pengirim} 

 

Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si. 
Pembina Tingkat I/IV.b 
NIP. 19780215 199802 1 001 

 


